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ABSTRAK 

Andi Ufayrah Abada Fada (04020220342), dengan judul “Analisis 
Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian PraNikah 
Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”. Dibimbing oleh Abdul Qahar 
sebagai pembimbing ketua dan Yuli Adha Hamzah sebagai pembimbing 
anggota. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan 
hukum perdata di Indonesia mengenai perjanjian pranikah, serta mengkaji 
keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian tersebut 
dari perspektif asas kebebasan berkontrak. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui 
studi kepustakaan terhadap peraturan terkait, literatur hukum, serta 
dianalisis secara preskriptif untuk menilai keabsahan klausul larangan 
perselingkuhan dalam perjanjian pranikah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah diatur dalam 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 
mengatur harta maupun aspek lain dalam perkawinan sepanjang tidak 
bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Putusan MK No. 
69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang lingkupnya sehingga perjanjian dapat 
dibuat sebelum maupun selama perkawinan serta mencakup ketentuan 
non-harta, termasuk kesetiaan dan tanggung jawab moral. Klausul larangan 
perselingkuhan merupakan bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak 
yang apabila disepakati secara bebas dan proporsional serta dapat menjadi 
dasar perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. 

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dalam 
bentuk akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan kekuatan 
pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. 
Kata Kunci : Klausul, Larangan Perselingkuhan, Perjanjian Pra nikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang 

fundamental dalam kehidupan manusia, yang mengikat dua individu 

dalam hubungan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.1  

Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 

dan 2 UU No. 1/1974). Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa "perkawinan 

merupakan institusi yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat 

para pihak secara sah dan mengatur hak serta kewajiban mereka".2 

Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk 

melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama apabila 

terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga. Salah satu bentuk 

                                                           
1 Enggel Gresnia. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum 

Perdata. AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1).Riau: Universitas Islam 
Indragiri. hlm. 62-63 

2 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm. 45. 
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perlindungan tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian pranikah 

(prenuptial agreement), yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh calon 

pasangan suami istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung 

dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban, tidak hanya terkait harta 

kekayaan, tetapi juga aspek-aspek lain yang dianggap penting, 

termasuk klausul larangan perselingkuhan.3  

Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia 

adalah pengaturan mengenai perjanjian pra-nikah. Pasal 29 UU No. 1 

Tahun 1974 yang diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional 

bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum akad 

nikah dilangsungkan, tetapi juga selama masa perkawinan dengan 

persetujuan kedua belah pihak secara bersama-sama.  

Menurut Subekti, perjanjian pranikah adalah "perjanjian yang 

dibuat untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri 

selama perkawinan berlangsung".4  

Dalam praktiknya, semakin banyak pasangan yang memasukkan 

klausul-klausul non-harta ke dalam perjanjian pranikah, seperti klausul 

larangan perselingkuhan, larangan poligami, larangan kekerasan 

dalam rumah tangga, hingga pengaturan hak asuh anak jika terjadi 

perceraian.5 Klausul larangan perselingkuhan menjadi isu yang 

                                                           
3 Soetojo Prawirohamidjojo.(2019). Perjanjian Pranikah. Bandung: Mandar 

Maju.hlm.120. 
4 R,Subekti (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.hlm. 9. 
5 Ibid., hlm. 10-11. 
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menarik dan cukup kontroversial karena menyangkut aspek moral, 

agama, dan kepercayaan dalam rumah tangga. Perselingkuhan 

merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak keharmonisan 

rumah tangga dan berpotensi menjadi alasan perceraian.6 Dalam 

hukum Islam, perselingkuhan dikategorikan sebagai perbuatan zina 

yang dilarang keras dan merupakan dosa besar yang harus dihindari. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32. 

 

Terjemahan : 

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 

perbuatan keji dan jalan terburuk.” 

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama 

Surabaya Nomor 1490/Pdt.G/2025/PA.Sby, dimana majelis hakim 

mempertimbangkan bukti adanya hubungan dengan pihak ketiga 

sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 

sehingga gugatan perceraian dikabulkan. Putusan tersebut 

menunjukkan bahwa pelanggaran kesetiaan tidak hanya dipandang 

sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai pelanggaran kewajiban 

hukum dalam perkawinan. 

                                                           
6 Monty P. Satiadarma,(2010). Menyikapi Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka Populer., 

hlm. 11. 
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Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk memasukkan 

klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai 

bentuk proteksi dan pencegahan atas risiko keretakan rumah tangga.7 

Hal ini sejalan dengan pendapat Salim HS bahwa "perjanjian pranikah 

dapat memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif untuk 

menjaga keharmonisan rumah tangga selama tidak bertentangan 

dengan hukum dan moral".8 

Dengan demikian, kesetiaan dalam perkawinan bukan hanya 

norma moral, melainkan kewajiban hukum yang diakui dalam praktik 

peradilan. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk 

memasukkan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian 

pranikah sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap kemungkinan 

terjadinya pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga. 

Meskipun demikian, pencantuman klausul larangan 

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menimbulkan perdebatan 

yuridis karena Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 

1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 

menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, 

ketertiban umum, dan kesusilaan.9 Akan tetapi, kebebasan ini tidak 

                                                           
7 Rahmat Fadillah & M. Beta Subehi. (2024). Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh: 

Perspektif Hukum Islam di Indonesia.Banjarmasin: Interdisciplinary Explorations in 
Research Journal.hlm. 724-725. 

8 Salim HS. (2005). Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali 
Pers.hlm. 134. 

9 Mega Indah Fiani,(2024). Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas 
Kebebasan Berkontrak di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 
5, No. 4, hlm. 3-4. 
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bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan 

perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah agar tidak terjadi 

ketidakseimbangan yang merugikan.10 Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Otje Salman Soemadiningrat yang menyatakan bahwa "asas 

kebebasan berkontrak harus diartikan secara proporsional dengan 

memperhatikan keadilan dan kepentingan umum".11 Klausul yang 

memberatkan secara sepihak atau bertentangan dengan asas keadilan 

dapat dibatalkan oleh pengadilan.12 

Kekosongan pengaturan rinci dalam UU Perkawinan menimbulkan 

kekosongan hukum dan ambiguitas yang berpotensi memunculkan 

sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 

yuridis mendalam untuk menilai sejauh mana klausul larangan 

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dapat diterima secara hukum 

dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks 

tersebut.13 Hal ini sesuai dengan pendapat Salim HS yang menekankan 

pentingnya "perlindungan hukum yang seimbang dalam kontrak agar 

tidak terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak".14 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan 

menguraikannya dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul 

                                                           
10 Ibid., hlm. 7-8. 
11 Otje Salman Soemadiningrat.(1993). Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. hlm. 112. 
12 Mega Indah Fiani.(2024) Op.Cit. 
13 Dinda Ramadhani, Op.Cit., hlm. 11-12. 
14 Salim HS. (2010). Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 85. 
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“Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian 

Pra Nikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak” 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimanakah peraturan hukum di Indonesia mengenai 

perjanjian pra nikah ? 

2. Bagaimanakah keberlakuan klausul larangan perselingkuhan 

dalam perjanjian pra nikah di tinjau dari asas kebebasan 

berkontrak ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum perdata 

di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberlakuan klausul 

larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah di tinjuan 

dari asas kebebasan berkontrak. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan 

kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia terkait 

dengan perbuatan wanprestasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

di kalangan akademisi, praktisi hukum maupun penegak hukum 

mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum 

Indonesia terkait dengan perbuatan wanprestasi. 

3. Manfaat Sosial  

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat luas, khususnya calon pasangan suami-istri, 

mengenai pentingnya pengaturan perjanjian pranikah yang adil 

dan selaras dengan ketentuan hukum serta norma kesusilaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjuan Umum  Perjanjian Pra Nikah 

1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah  

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur 

hubungan harta kekayaan antara suami dan istri selama 

perkawinan berlangsung yang menyimpang dari asas hukum yang 

berlaku.15 Sementara itu, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa 

ruang lingkup isi perjanjian dapat sangat luas, mencakup hak dan 

kewajiban suami istri, larangan poligami, larangan perselingkuhan, 

dan pengaturan hak asuh anak, selama tidak bertentangan dengan 

hukum, agama, dan kesusilaan.16 

Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang 

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, 

persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, 

penundaan batas waktu.17 Pengertian perjanjian menurut 

ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

kepada satu orang atau lebih lainnya. 

                                                           
15 R. Subekti. (1994).Op.Cit.,hlm.120 
16 Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam 

Perkawinan. Jakarta: Rajawali Pers.hlm. 85. 
17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 350. 
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Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian 

perjanjian mencakup arti yang luas, tidak hanya terbatas pada 

perjanjian yang bersifat kebendaan, tetapi juga meliputi perjanjian 

yang bersifat personal, termasuk perjanjian perkawinan. Subekti 

menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum 

yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang saling 

mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.18 

Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat dipahami sebagai 

bentuk khusus dari perjanjian yang lahir berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak. 

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah 

akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang 

menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak untuk 

melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Amir Syarifuddin 

menyatakan bahwa akad dalam hukum Islam merupakan dasar 

lahirnya hubungan hukum yang sah sepanjang memenuhi rukun 

dan syarat yang ditentukan syariat.19 

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah 

perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan 

mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, yang isinya 

tidak hanya mengatur pembagian harta kekayaan antara suami 

                                                           
18 R. Subekti,(2010). Hukum Perjanjian.Jakarta: Pradnya Paramit.hlm.2-3 
19 Amir Syarifuddin. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana (Prenada Media 
Group).hlm.45-47. 



10 
 

dan istri, tetapi juga dapat memuat klausul-klausul khusus seperti 

larangan perselingkuhan. 

2. Tujuan Dan Fungsi Perjanjian Pra Nikah 

Perjanjian pranikah memiliki tujuan dan fungsi yang bersifat 

protektif dan preventif, yaitu memberikan perlindungan hukum 

sekaligus mencegah terjadinya konflik di masa depan. Adapun 

tujuan dan fungsi perjanjian pranikah sebagai berikut: 

a. Tujuan Perjanjian Pra Nikah  

1. Kepastian Hukum 

Perjanjian pranikah memberikan kejelasan mengenai status 

kepemilikan harta kekayaan, khususnya harta bawaan 

masing-masing pihak, sehingga dapat menghindari 

percampuran dengan harta bersama. Dengan demikian, 

perjanjian ini juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah 

dalam penyelesaian sengketa harta jika terjadi perceraian 

atau perkara lain yang berkaitan. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. 

2. Perlindungan Aset Pribadi 

Perjanjian pranikah bertujuan melindungi aset yang dimiliki 

masing-masing pihak sebelum menikah, seperti harta 

warisan, hibah, atau aset bisnis. Perlindungan ini penting 

agar aset pribadi tersebut tidak terbagi atau terpengaruh jika 
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terjadi perceraian. Perlindungan ini juga menguatkan posisi 

hukum kedua belah pihak dalam menjaga hak atas aset 

pribadi mereka.20 

3. Pencegahan Sengketa 

Dengan adanya perjanjian pranikah, potensi sengketa 

mengenai harta bersama (gono-gini) dapat diminimalisir, 

terutama sengketa yang rumit dan berlarut-larut di 

pengadilan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu 

pihak. Perjanjian ini berperan sebagai mekanisme 

pencegahan konflik yang efektif.21 

4. Transparansi Keuangan 

Perjanjian pranikah mendorong komunikasi yang terbuka 

dan kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan keuangan, 

utang, dan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. 

Hal ini membantu kedua belah pihak untuk memahami dan 

menyepakati pembagian tanggung jawab secara jelas dan 

transparan.22 

b. Fungsi Perjanjian Pra Nikah 

Perjanjian pranikah memiliki beberapa fungsi penting dalam 

mengatur hubungan harta dan tanggung jawab keuangan 

                                                           
20 Mira Wulandari et al.,(2021). "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum 

bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan," Borobudur Law and Society Journal 1. 
21 Filma Tamengkel. (2021). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah. Lex Privatum, 

9(2).Manado: Universitas Sam Ratulangi 
22 Putri, Weldra Ayu, & Salma. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum 

Islam. Indonesia: Jurnal Syariah dan Hukum. 
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antara calon suami istri, antara lain: 

1. Memisahkan Harta Kekayaan 

Fungsi utama perjanjian pranikah adalah menggantikan 

sistem harta bersama menjadi sistem pemisahan harta 

(scheiding van goederen). Dengan sistem ini, segala harta 

yang diperoleh selama pernikahan tetap menjadi milik 

pribadi masing-masing pihak, sehingga harta persatuan 

dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

2. Mengatur Tanggung Jawab Utang 

Perjanjian pranikah menetapkan bahwa utang yang dibawa 

atau dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan 

menjadi tanggung jawab pribadi pembuat utang tersebut 

dan tidak melibatkan aset pasangan. Dengan demikian, 

risiko utang tidak menjadi beban bersama, melindungi pihak 

lain dari kewajiban yang bukan miliknya.23 

3. Memberi Kewenangan Penuh Mengelola Harta 

Masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk mengelola, 

menjual, atau menjaminkan harta pribadinya yang telah 

dipisahkan tanpa harus mendapatkan izin tertulis dari 

                                                           
23 Mira Wulandari et al.,(2021). "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum 

bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan," Borobudur Law and Society Journal 1. 
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pasangan. Fungsi ini menegaskan kemandirian 

pengelolaan aset pribadi selama pernikahan.24 

4. Melindungi Pihak Ketiga (Kreditur) 

Perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai alat bukti yang 

sah untuk menjelaskan kepada pihak ketiga, seperti bank 

atau kreditur, aset mana yang dapat dijadikan jaminan atas 

utang salah satu pasangan. Hal ini memberikan kepastian 

hukum bagi kreditur dan menghindari sengketa terkait 

jaminan utang.25 

5. Mengatur Klausul Non-Harta 

Selain mengatur aspek harta, perjanjian pranikah juga dapat 

mengakomodir kesepakatan mengenai aspek non-harta, 

seperti pengasuhan anak, pendidikan, serta klausul moral, 

misalnya larangan perselingkuhan. Klausul-klausul ini 

berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, 

dan kesusilaan yang berlaku. Fungsi ini memberikan ruang 

bagi pasangan untuk menetapkan aturan yang lebih spesifik 

terkait kehidupan rumah tangga di luar pengelolaan harta. 

3. Syarat Sah Dan Batasan isi Perjanjian Pra Nikah 

a. Syarat sah perjanjian pra nikah 

Syarat sah perjanjian pranikah terdiri atas syarat materiil 

                                                           
24 Filma Tamengkel, (2021). Op.Cit. 
25 Salsabila, V., Jamaluddin, J., & Sulaiman, S. (2025). Perjanjian pranikah dan akibat 

hukumnya berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1). 
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(umum) dan syarat formal (khusus) yang harus dipenuhi agar 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan 

mengikat : 

1. Syarat Materiil (Umum) 

a. Kesepakatan yang Bebas 

Kesepakatan harus diberikan secara bebas dan 

sukarela oleh kedua calon mempelai tanpa adanya 

paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan 

(bedrog). Subekti menegaskan bahwa syarat ini 

merupakan syarat terpenting karena menentukan 

lahirnya suatu perjanjian.26 

b. Kecakapan Hukum 

Para pihak harus cakap secara hukum untuk membuat 

perikatan, yaitu dewasa dan tidak berada di bawah 

pengampuan. 

c. Suatu Hal Tertentu 

Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, baik 

mengenai harta maupun hal-hal non-harta yang 

diperjanjikan, seperti pembagian utang atau pemisahan 

harta. 

d. Sebab yang Halal 

Isi atau sebab perjanjian tidak boleh bertentangan 

                                                           
26 R. Subekti. (1994).Op.Cit., 
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dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban 

umum. Pelanggaran terhadap syarat ini menyebabkan 

perjanjian batal demi hukum. 

2. Syarat Formil (Khusus) 

a. Bentuk Tertulis dan Otentik 

Perjanjian pranikah harus dibuat dalam bentuk akta 

otentik di hadapan notaris untuk menjamin kepastian 

hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.27 

b. Waktu Pembuatan 

Perjanjian dapat dibuat sebelum pernikahan, pada saat 

pernikahan berlangsung, atau selama dalam ikatan 

perkawinan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas 

kebebasan berkontrak pasangan setelah menikah. 

c. Pengesahan dan Pencatatan 

Perjanjian harus disahkan dan dicatatkan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan (KUA atau Catatan Sipil) untuk 

memenuhi asas publisitas dan agar berlaku terhadap 

pihak ketiga, seperti kreditur. 

d. Mulai Berlaku 

Perjanjian pranikah mulai berlaku sejak perkawinan 

                                                           
27J. Satrio. (1992). Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya. Bandung: Citra Aditya 

Bakti. 
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dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. 

b. Batasan Perjanjian Pranikah 

Meskipun perjanjian pranikah merupakan manifestasi dari 

asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), asas ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh 

kepentingan publik serta norma keluarga. Batasan-batasan 

tersebut meliputi: 

a. Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan dan Ketertiban 

Umum. 

Perjanjian pranikah tidak boleh mengatur hal-hal yang 

melanggar nilai moral dan norma sosial yang dianut 

masyarakat, seperti melegalkan poligami tanpa izin 

pengadilan atau memasukkan klausul yang merendahkan 

martabat salah satu pihak. J. Satrio menegaskan bahwa 

sebab yang terlarang ini merupakan dasar paling sering 

digunakan untuk membatalkan perjanjian perkawinan. 

b. Larangan Mengurangi Hak dan Kekuasaan Orang Tua. 

Perjanjian tidak boleh mengurangi hak-hak atau kewajiban 

yang bersumber dari kekuasaan suami atau orang tua, 

seperti hak pengasuhan dan pendidikan anak, yang diatur 

secara memaksa oleh undang-undang sehingga tidak dapat 
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diabaikan melalui perjanjian.28 

c. Larangan Mengurangi Hak Warisan Keturunan. 

Para pihak tidak diperkenankan melepaskan atau 

mengurangi hak-hak warisan yang diberikan oleh undang-

undang kepada keturunan mereka. 

d. Tidak Boleh Diubah Sepihak dan Tidak Merugikan Pihak 

Ketiga. 

Setelah perjanjian berlaku, perubahan hanya dapat 

dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak 

boleh merugikan pihak ketiga, seperti kreditur. Hal ini diatur 

dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974. 

B. Tinjuan Umum Hukum Perikatan 

1. Pengertian Hukum perikatan  

Hukum perikatan merupakan bagian dari sistem hukum perdata 

yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang 

menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Menurut Subekti, 

perikatan adalah suatu hubungan hukum di mana satu pihak 

disebut sebagai kreditor dan pihak lainnya sebagai debitor, yang 

timbul dari suatu peristiwa hukum tertentu.29 Pengertian ini 

menegaskan bahwa perikatan merupakan hubungan yang bersifat 

wajib dan saling mengikat antara para pihak yang berkontrak. 

                                                           
28J.Satrio.(2009). Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan 

Yurisprudensi.Bandung: Citra Aditya Bakti.      
29R,Subekti. (2011). Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan ke-38). Jakarta: 

Intermasa.hlm. 20. 
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Dalam konteks ini, perikatan berfungsi sebagai dasar untuk 

menegakkan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum 

tersebut. 

Salim HS menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan 

hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak 

untuk memenuhi sesuatu yang telah disepakati, baik berupa 

kewajiban memberi, berbuat, maupun tidak berbuat.30 Asas 

kebebasan berkontrak menjadi dasar utama dalam pembentukan 

perikatan, di mana para pihak memiliki keleluasaan untuk 

menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan 

dengan norma hukum dan ketertiban umum. 

Dalam praktiknya, perikatan dapat muncul dari berbagai 

sumber, seperti perjanjian, undang-undang, atau perbuatan 

melawan hukum. Menurut Rahardjo Satjipto, sumber utama dari 

perikatan adalah perjanjian, yang diatur secara khusus dalam KUH 

Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu 

perjanjian dengan mana pihak-pihak tertentu berikat diri untuk 

memenuhi sesuatu yang tertentu” merupakan dasar dari 

perikatan.31 Ketentuan ini menegaskan bahwa perikatan berakar 

pada adanya kesepakatan yang mengikat secara hukum. 

 

                                                           
30 Salim HS. (2018). Ilmu Perikatan: Asas dan Aplikasinya dalam Hukum Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika. 
31 Rahardjo Satjipto. (2000). Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam 

Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.hlm. 45. 
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2. Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan  

Prinsip-prinsip hukum perikatan merupakan fondasi normatif 

yang mengatur ikatan kewajiban (obligasi) dalam hukum perdata 

Indonesia, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1233-1864. Prinsip-

prinsip ini memastikan bahwa perikatan sebagai hubungan hukum 

di mana satu pihak (debitur) wajib memenuhi prestasi terhadap 

pihak lain (kreditur) bersifat adil, pasti, dan adaptif terhadap 

konteks sosial. Subekti, dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata, 

mendefinisikan prinsip-prinsip ini sebagai "pedoman esensial yang 

menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum, 

terutama dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian seperti 

pranikah.32 

Hukum perikatan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip 

berikut, yang bersumber dari KUH Perdata dan doktrin hukum sipil: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para 

pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Dalam konteks perjanjian pranikah, asas ini 

memungkinkan calon pasangan untuk mengatur harta dan hak-

                                                           
32 R.Subekti. (2011).Op.Cit. 
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hak mereka secara mandiri sebelum menikah.33 asas 

kebebasan berkontrak mendorong para pihak untuk mengatur 

perjanjian sesuai kebutuhan mereka tanpa campur tangan 

berlebihan dari pihak lain.34 Jurnal dari Politeknik Pratama 

menegaskan bahwa perjanjian pranikah harus memenuhi 

syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan 

agar kebebasan berkontrak ini terlaksana secara legal.35 

b. Asas Itikad Baik  

Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak 

jujur dan tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaan 

perjanjian. Dalam perjanjian pranikah, itikad baik menjadi 

landasan agar perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad 

saling menghormati dan tidak merugikan salah satu pihak.36 R. 

Subekti menegaskan pentingnya itikad baik dalam menjaga 

kepercayaan dan keseimbangan dalam hubungan hukum.37 

Kajian jurnal dari PTIQ menambahkan bahwa prinsip itikad baik 

juga penting dalam konteks hukum Islam dan perdata untuk 

memastikan kesesuaian dan keadilan dalam perjanjian 

                                                           
33 A. Lubis, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," Jurnal 

Hukum dan Pembangunan 48, no. 2 (2018): 123-140. 
34 Ibid 
35 Sugih Ayu Pratitis & Rehulina,(2023). "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat 

Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Hukum Politeknik 
Pratama.,hlm. 10. 

36 R.Subekti. (2011).Op.Cit. 
37 Ibid 
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pranikah.38 

c. Asas Konsensualime 

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perikatan terbentuk 

apabila terdapat kesepakatan antara para pihak tanpa 

memerlukan bentuk formal tertentu, kecuali jika diatur lain oleh 

undang-undang. Dalam perjanjian pranikah, konsensualisme 

menegaskan pentingnya persetujuan bersama sebagai dasar 

sahnya perjanjian.39 Muhammad Abdul kadir menjelaskan 

bahwa asas ini menempatkan persetujuan bersama sebagai inti 

terbentuknya perikatan yang mengikat secara hukum.40 

perjanjian pranikah harus memenuhi unsur kesepakatan yang 

bebas dan sadar agar sah menurut hukum perdata Indonesia. 

d. Asas Kepastian Hukum  

Prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan agar hak 

dan kewajiban dalam perikatan dapat dilaksanakan dengan 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjanjian 

pranikah, kepastian hukum penting agar perjanjian tersebut 

diakui dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.41 Subekti 

menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi jaminan bahwa 

perjanjian akan dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan 

                                                           
38 Asep Ubaidillah,(2023). "Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan 

Hukum Positif," Jurnal Qonuni PTIQ 
39 Muhammad Abdul kadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia (Cet. 3). Bandung: Citra 

Aditya Bakti.Hlm. 225-227 
40 Ibid 
41 R. Subekti. (2010).Op.Cit., 
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yang berlaku.42  

e. Asas Keseimbangan Dan Keadilan  

Prinsip keseimbangan dan keadilan mengharuskan adanya 

keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak agar tidak 

terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam 

perjanjian pranikah, prinsip ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa perjanjian tidak memberatkan salah satu 

pihak secara sepihak.43 Lubis menegaskan bahwa keadilan 

dalam perikatan harus dilihat dari aspek substansial agar isi 

perjanjian tidak merugikan salah satu pihak.44 Rahardjo juga 

menambahkan bahwa prinsip ini menjadi dasar penyelesaian 

sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif.45 

3. Unsur Keabsahan Hukum Perikatan  

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum    

Perdata (KUHPerdata), terdapat empat unsur utama yang harus 

dipenuhi agar perikatan sah secara hukum: 

a. Kesepakatan Para Pihak 

Kesepakatan harus dicapai secara bebas tanpa adanya 

paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan ini 

merupakan titik tolak terbentuknya perikatan. 

 

                                                           
42 Ibid 
43 A. Lubis. (2018). Op.Cit. 
44 Ibid 
45 S. Rahardjo,(2015). Hukum Perikatan dan Perjanjian Yogyakarta: UII Press. 
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b. Kecakapan Para Pihak 

Para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat 

perikatan, artinya mereka harus dewasa dan tidak dalam 

keadaan yang membatasi kemampuan hukum mereka. 

c. Suatu Hal Tertentu sebagai Objek Perikatan 

Objek perikatan harus jelas, tertentu, dan mungkin untuk 

dilaksanakan. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau 

perbuatan tertentu. 

d. Sebab yang Halal 

Sebab atau tujuan perikatan harus tidak bertentangan dengan 

hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perikatan yang 

didasarkan pada sebab yang terlarang adalah batal demi 

hukum. 

C. Tinjuan Umum Klausul Larangan Perselingkuhan  

1. Pengertian Klausul Larangan Perselingkuhan  

Klausul larangan perselingkuhan merupakan ketentuan khusus 

dalam perjanjian pranikah (prenuptial agreement) yang bertujuan 

mencegah atau memberikan sanksi atas perilaku perselingkuhan 

(infidelity atau zina) selama masa perkawinan. Klausul ini sering 

kali bersifat preventif, seperti larangan melakukan hubungan di luar 

nikah, dengan konsekuensi hukum seperti pembagian harta yang 

tidak adil, ganti rugi, atau kemudahan perceraian bagi pihak yang 

dirugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, klausul ini muncul 
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sebagai respons terhadap ambiguitas pengaturan perjanjian 

pranikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya Pasal 29 ayat (2) yang 

hanya menyatakan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan 

dengan hukum, agama, dan kesusilaan. 

Secara umum, klausul ini mencerminkan upaya pasangan 

untuk memperkuat komitmen moral dan hukum dalam perkawinan, 

terutama di tengah maraknya kasus perselingkuhan yang 

menyebabkan perceraian. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2022, perselingkuhan menjadi salah satu penyebab 

utama perceraian di Indonesia, mencapai 25-30% dari total 

kasus.46 Namun, keberadaan klausul ini menimbulkan perdebatan 

yuridis karena bersinggungan dengan asas kebebasan berkontrak 

(Pasal 1338 KUH Perdata) dan batasan norma agama serta 

kesusilaan. 

2. Dasar Hukum Dan Legitimasi Klausul Larangan 

Perselingkuhan 

Dasar hukum utama klausul ini terletak pada pengakuan 

perjanjian pranikah sebagai kontrak sah dalam Pasal 29 UU 

Perkawinan, yang memungkinkan pengaturan hak dan kewajiban 

di luar harta kekayaan, asal tidak melanggar prinsip-prinsip dasar 

                                                           
46 Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia. Jakarta: 

BPS 
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hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

mendukung hal ini melalui Pasal 1313, yang mengakui perjanjian 

sebagai sumber perikatan hukum. Subekti, dalam bukunya Pokok-

Pokok Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian pranikah 

dapat mencakup klausul non-ekonomi seperti larangan 

perselingkuhan, selama objeknya halal dan tidak bertentangan 

dengan kesusilaan: “Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan 

boleh memuat ketentuan yang bersifat preventif, termasuk 

mengenai perilaku moral, asal tidak melampaui batas hukum yang 

berlaku.47 

Dari perspektif agama, khususnya Islam yang dominan di 

Indonesia, klausul ini selaras dengan larangan zina dalam Al-

Qur'an Surah Al-Isra ayat 32, yang menegaskan zina sebagai 

“perbuatan keji dan jalan terburuk. Amir Syarifuddin, dalam Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia, berpendapat bahwa klausul 

semacam ini dapat diintegrasikan ke dalam perjanjian pranikah 

berbasis Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai bentuk ta'awun 

(saling tolong-menolong) untuk menjaga keharmonisan rumah 

tangga: “Klausul larangan zina dalam perjanjian pranikah bersifat 

preventif dan sesuai syariah, karena zina merusak fondasi 

keluarga; konsekuensinya bisa berupa sanksi sipil seperti 

                                                           
47 R.Subekti. (2011).Op.Cit.,hlm. 145. 
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hilangnya hak waris, bukan pidana syariah.48 

Doktrin hukum kontrak, seperti pacta sunt servanda (perjanjian 

mengikat seperti undang-undang), memperkuat legitimasi klausul 

ini. Namun, doktrin ini dibatasi oleh prinsip rebus sic stantibus 

(perubahan keadaan), yang memungkinkan pembatalan jika 

klausul dianggap tidak lagi adil. 

3. Pendapat Para Ahli Dan Doktrin Terkait Klausul Larangan 

Perselingkuhan  

Para ahli hukum Indonesia cenderung mendukung klausul 

larangan perselingkuhan sebagai ekspresi kebebasan berkontrak, 

tetapi dengan syarat ketat untuk menjaga keseimbangan. Rahardjo 

Satjipto, dalam Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam 

Perkembangan Hukum di Indonesia, menekankan bahwa klausul 

ini harus proporsional: “Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 

KUH Perdata) memungkinkan klausul moral seperti larangan 

perselingkuhan, tetapi harus diimbangi dengan prinsip keadilan 

agar tidak menjadi alat pemaksaan sepihak jika klausul 

memberatkan, pengadilan dapat membatalkannya berdasarkan 

Pasal 1266 KUH Perdata.49 

Agus Yudha Hernoko, dalam Hukum Perjanjian: Asas 

Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis, menganalisis klausul ini 

                                                           
48Amir Syarifuddin. (2009).Op.Cit.,hlm.210-215 
49 Rahardjo Satjipto. (2000). Op.Cit.,hlm. hlm. 52. 
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dari sudut perlindungan pihak lemah (sering kali perempuan 

sebagai korban perselingkuhan): “Klausul larangan 

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dapat diterima sebagai 

bentuk restorative justice, di mana sanksi seperti kompensasi 

finansial melindungi korban. namun, ambiguitas UU Perkawinan 

menimbulkan risiko penyalahgunaan, sehingga diperlukan regulasi 

lebih rinci untuk mencegah ketidakseimbangan kontraktual.50 

Meski demikian, pelaksanaan klausul larangan perselingkuhan 

tidak terlepas dari kendala dalam aspek pembuktian. 

Perselingkuhan merupakan perbuatan yang pada praktiknya sulit 

dibuktikan secara hukum, kecuali didukung oleh alat bukti yang sah 

seperti pengakuan, saksi, maupun bukti elektronik sesuai 

ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, keberlakuan 

klausul larangan perselingkuhan tidak selalu berkaitan dengan 

sanksi perdata secara langsung, melainkan lebih menekankan 

pada fungsi preventif dan penguatan komitmen para pihak. 

Dalam perspektif hukum perdata, sepanjang klausul tersebut 

disepakati secara bebas dan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum maupun kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka klausul 

tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas pacta 

                                                           
50 Agus Yudha Hernoko. (2011). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Bisnis. Jakarta: Kencana, hlm. 180. 
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sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu 

penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap peraturan 

perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Metode ini dipilih 

karena penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum 

mengenai perjanjian pranikah dan klausul larangan perselingkuhan 

dalam konteks asas kebebasan berkontrak di Indonesia.  

menurut Syahruddin Nawi Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau 

substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan 

perbandingan hukum.51  

Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum 

dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang 

dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi 

oleh adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein.52 Dalam 

studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang 

yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, 

sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin 

                                                           
51 Syahruddin Nawi, (2018), Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum 

Empiris.Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.7. 
52 Ibid,hlm.3. 
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hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok 

permasalahan dalam penulisan ini. 

B. Pendekatan Metode Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan ketentuan 

hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan 

untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian 

pranikah, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang 

dalam literatur hukum, khususnya mengenai asas kebebasan 

berkontrak dan konsep klausul moral dalam perjanjian pranikah. 

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan analisis dan 

argumentasi hukum yang sistematis terhadap keabsahan klausul 

larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah. 

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan diolah dalam penelitian 

hukum normatif, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara 
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mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan 

kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber bahan sekunder dalam 

penelitian ini dibagi menjadi : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

yang pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok 

penelitian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). 

b. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas, 

memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian yang 

berupa literatur seperti buku-buku, makalah, jurnal-jurnal 

penelitian hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersifat menunjang 

penelitian, penelitian yang tidak berhubungan langsung dengan 

hukum, tetapi dapat memberikan informasi tambahan atau latar 

belakang yang relevan dengan permasalahan hukum, seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, 

artikel-artikel dan lain-lain. 

D. Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik Pengumpulan penelitian hukum normatif dalam penulisan 

penelitian ini adalah dengan studi Pustaka. Bahan hukum diperoleh 
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dari berbagai hal yang berhubungan dengan hal – hal yang diteliti, 

berupa buku, jurnal dan literatur – literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah dengan analisis secara preskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah 

tertentu. Sebelum dilakukan analisis mendalam, seluruh bahan 

yang telah dikumpulkan perlu melalui tahap pra-pengolahan. 

Proses ini mencakup pemeriksaan ulang terhadap setiap bahan 

untuk memastikan akurasi dan relevansi bahan tersebut. 

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif. Metode ini melibatkan 

pemahaman mendalam terhadap bahan yang di kumpulkan, 

kemudian menyusun secara sistematis. Melalui proses ini, peneliti 

menarik kesimpulan yang komprehensif. Pendekatan normatif 

sering kali menggunakan logika induktif, Dimana peneliti memulai 

dengan mengamati kasus-kasus yang spesifik untuk merumuskan 

generalisasi atau prinsip umum. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Peraturan Hukum di Indonesia Mengenai Perjanjian Pra Nikah 

Perjanjian pra nikah dalam sistem hukum Indonesia merupakan 

bentuk perjanjian yang memiliki karakter hukum khusus, karena 

berkaitan langsung dengan lembaga perkawinan yang bersifat 

keperdataan sekaligus keagamaan. Keberadaannya diatur secara jelas 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

khususnya Pasal 29, yang menyatakan bahwa para calon suami dan 

istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai harta kekayaan atau 

hal lain yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan hukum, 

agama, dan kesusilaan. 

Pengaturan ini menegaskan bahwa perjanjian pra nikah bukanlah 

kontrak perdata biasa, melainkan perjanjian yang memiliki nilai sosial, 

moral, dan hukum yang lebih luas. Berbeda dengan kontrak-kontrak 

komersial yang hanya menimbulkan hubungan keperdataan antar 

pihak, perjanjian pra nikah memiliki pengaruh langsung terhadap status 

hukum keluarga, sistem harta perkawinan, dan perlindungan hak 

individu dalam lembaga perkawinan. Oleh karena itu, pembentuk 

undang-undang memberikan batasan formal dan materiil terhadap 

keberlakuannya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum 

keluarga Indonesia. 

Secara yuridis, keberadaan perjanjian pra nikah di Indonesia tidak 
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dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum Eropa kontinental yang 

diwariskan oleh Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Pasal 119 BW mengatur asas persatuan harta 

kekayaan, yang berarti sejak saat perkawinan dilangsungkan, semua 

harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali 

ada perjanjian yang menentukan lain. Perjanjian yang menentukan lain 

inilah yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan. BW melalui Pasal 

139 memberi ruang kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian 

yang menyimpang dari persatuan harta tersebut, asalkan dilakukan 

sebelum perkawinan berlangsung dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. 

Ketentuan dalam BW ini menjadi dasar historis lahirnya Pasal 29 

UU No. 1 Tahun 1974. Namun, berbeda dengan BW yang bersifat 

individualistis, UU Perkawinan membawa semangat hukum nasional 

yang berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kesetaraan. 

Dengan demikian, perjanjian pra nikah dalam hukum Indonesia 

merupakan hasil sinkronisasi antara sistem hukum barat dan nilai-nilai 

hukum nasional. 

Secara substantif, UU Perkawinan hanya mengatur pokok-pokok 

perjanjian pra nikah, sehingga banyak hal yang dijelaskan melalui asas 

umum hukum perjanjian yang terdapat dalam BW. Pasal 1320 BW 

menetapkan empat syarat sahnya perjanjian yaitu: 
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1. Kesepakatan para pihak 

Adanya kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian. Kesepakatan ini harus bebas dari paksaan, kekhilafan, 

atau penipuan. 

2. Kecakapan para pihak 

Para pihak harus cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Ini 

berarti mereka harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak 

berada di bawah pengampuan. 

3. Suatu hal tertentu 

Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Contohnya, objek 

perjanjian jual beli harus jelas barang dan harganya. 

4. Sebab yang halal 

Tujuan atau sebab dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. 

Contohnya, perjanjian untuk tujuan ilegal seperti narkoba tidak sah 

karena tidak memiliki sebab yang halal. 

 Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian pra 

nikah dianggap sah secara hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas 

pacta sunt servanda yang tercantum dalam Pasal 1338 BW, yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.53 

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dapat dibuat dalam 

                                                           
53 R. Subekti.(2011).Op.Cit.,hlm.45. 
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berbagai bentuk, termasuk akta otentik dan akta di bawah tangan. 

Secara umum, KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk tertentu untuk 

sahnya suatu perjanjian, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata yang hanya mensyaratkan sepakat, kecakapan, objek tertentu, 

dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUH Perdata juga menegaskan asas 

kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak membuat 

perjanjian tanpa batasan bentuk selama tidak bertentangan dengan 

hukum. 

Meskipun demikian, dalam jenis perjanjian tertentu, undang-

undang secara tegas menetapkan bentuk akta sebagai syarat formil. Hal 

ini berlaku pada perjanjian perkawinan (termasuk perjanjian pranikah). 

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sebagaimana dipertegas melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan wajib dibuat 

dengan akta notaris serta dicatatkan pada instansi pencatatan 

perkawinan. Dengan demikian, bentuk akta otentik menjadi keharusan 

dalam perjanjian perkawinan, karena akta ini sebagaimana didefinisikan 

Pasal 1868 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan 

dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. 

Sebaliknya, akta di bawah tangan, yang hanya memiliki kekuatan 

pembuktian jika diakui tanda tangan dan isinya oleh para pihak (Pasal 

1875 KUH Perdata), tidak dapat memenuhi syarat formal perjanjian 

perkawinan. Akta di bawah tangan tidak dapat dicatatkan di KUA atau 
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Disdukcapil dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak 

ketiga. Oleh karena itu, meskipun perjanjian secara perdata dapat saja 

dibuat di bawah tangan, untuk perjanjian perkawinan hal tersebut tidak 

dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan bentuk yang 

diwajibkan oleh undang-undang. 

Meskipun demikian, kebebasan berkontrak dalam konteks 

perjanjian pra nikah tidak bersifat mutlak. Pembatasannya tampak 

dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa isi 

perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau 

kesusilaan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak yang diakui 

dalam hukum perdata Indonesia tunduk pada asas moralitas dan 

kepatutan sosial. Hukum keluarga tidak mengenal kebebasan absolut, 

karena substansinya bertujuan melindungi martabat dan keseimbangan 

hubungan antara suami dan istri. 

Pergeseran penting dalam pengaturan hukum perjanjian pra nikah 

terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015, yang merupakan landasan penting dalam hukum keluarga 

Indonesia modern. Sebelum putusan ini, Pasal 29 UU Perkawinan 

membatasi waktu pembuatan perjanjian hanya sebelum atau pada saat 

perkawinan dilangsungkan. Putusan MK tersebut menafsirkan bahwa 

pembatasan waktu ini bertentangan dengan hak konstitusional warga 

negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagaimana 
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dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.54 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan 

bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau 

pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, 

sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat 

berwenang. Dengan demikian, MK memperluas makna “perjanjian 

perkawinan” dari sekadar perjanjian pra nikah menjadi “perjanjian dalam 

perkawinan”. 

Implikasi dari putusan ini sangat besar. Pertama, putusan tersebut 

menegaskan asas kebebasan berkontrak yang dinamis dalam hukum 

keluarga. Kedua, putusan ini memperluas ruang perlindungan hukum 

bagi perempuan yang sebelumnya terkendala untuk melindungi hak-

haknya atas harta perkawinan. Dan yang ketiga, putusan ini membuka 

peluang bagi pengaturan klausul-klausul non-harta, seperti tanggung 

jawab moral, kesetiaan, dan larangan perselingkuhan, sejauh tidak 

bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. 

Pengakuan terhadap kemungkinan adanya klausul non-harta 

sejalan dengan asas keadilan materiil yang dianut dalam hukum 

keluarga. Dalam praktiknya, beberapa pasangan mulai memasukkan 

ketentuan moral seperti larangan kekerasan rumah tangga, larangan 

poligami, dan larangan perselingkuhan sebagai bagian dari perjanjian 

mereka. Hal ini tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga merupakan 

                                                           
54 Agus Yudha Hernoko.(2011).Op.Cit.,hlm.78. 



39 
 

ekspresi dari kehendak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. 

Perjanjian pra nikah juga berperan penting dalam konteks 

perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah, terutama 

perempuan. Dengan adanya perjanjian yang memisahkan harta atau 

mengatur hak dan kewajiban masing-masing, potensi ketidakadilan 

ekonomi pasca perceraian dapat diminimalisir. Prinsip ini sejalan 

dengan pandangan Agus Yudha Hernoko, yang menegaskan bahwa 

kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia harus selalu diimbangi 

dengan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan 

para pihak dan kepentingan masyarakat.55 

Sejalan dengan prinsip proporsionalitas tersebut, keberlakuan 

perjanjian pra nikah dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya 

tetap tunduk pada ketentuan formil dan materiil yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut harus 

memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata serta tidak bertentangan dengan 

hukum, agama, dan kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan 

terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian pra nikah memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana prinsip pacta 

sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 

Dengan demikian, pengakuan terhadap perjanjian pra nikah dalam 

                                                           
55 Agus Yudha Hernoko.(2011).Op.Cit.,hlm.156. 
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hukum nasional Indonesia tidak hanya didasarkan pada asas 

kebebasan berkontrak, tetapi juga pada prinsip keseimbangan dan 

perlindungan hukum yang adil bagi para pihak. Hal ini menunjukkan 

bahwa hukum perkawinan Indonesia memberikan ruang yang cukup 

bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya secara mandiri, 

sepanjang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. 

Selain hukum positif nasional, sistem hukum Islam di Indonesia 

yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui 

keberadaan perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa 

kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai 

hal-hal tertentu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 

46 ayat (3) KHI menegaskan bahwa isi perjanjian tersebut tidak boleh 

melanggar prinsip keadilan. Artinya, secara normatif, hukum Islam di 

Indonesia tidak menolak perjanjian pra nikah, bahkan mendorongnya 

sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan rumah 

tangga. 

Dari sudut pandang hukum Islam, larangan perselingkuhan bukan 

sekadar norma moral, tetapi merupakan kewajiban agama. Al-Qur’an 

dalam Surat Al-Isrā’ ayat 32 dengan tegas melarang umat Islam 

mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. 

Maka, jika klausul larangan perselingkuhan dimasukkan dalam 

perjanjian pra nikah, klausul tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral 

dan hukum Islam, bukan pelanggaran terhadapnya. 
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Pandangan ini diperkuat oleh Amir Syarifuddin, yang menegaskan 

bahwa setiap perjanjian dalam hukum Islam harus bertujuan menjaga 

kemaslahatan (maslahah mursalah) dan tidak boleh menimbulkan 

kemudaratan.56 Dalam konteks ini, klausul moral seperti larangan 

perselingkuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan 

keluarga dan kesucian hubungan perkawinan. 

Dari perspektif doktrin hukum, R. Subekti menilai bahwa perjanjian 

perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang lahir dari kehendak 

bebas dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi 

para pihak.57 Salim HS menambahkan bahwa perjanjian perkawinan 

tidak hanya memiliki fungsi pengaturan harta, tetapi juga dapat 

berfungsi preventif untuk mencegah perselisihan dalam rumah tangga. 

58 Sementara Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hidup 

bersama masyarakat dan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai moral yang 

berkembang di dalamnya.59 

Penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai perjanjian pra 

nikah dalam hukum nasional Indonesia sudah memberikan dasar 

hukum yang cukup kuat, namun masih bersifat terbatas dalam ruang 

lingkup dan kejelasan substansi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

hanya menyinggung aspek harta kekayaan tanpa menjelaskan 

                                                           
56 Amir Syarifuddin.(2014).Op.Cit.,hlm.87. 
57 R. Subekti.(2011).Loc.Cit. 
58 Salim HS.(2010).Op.Cit.,hlm.53. 
59 Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm.71. 
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kemungkinan pencantuman klausul non-harta. Padahal, seiring dengan 

perkembangan sosial dan kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan 

terhadap perjanjian yang mengatur aspek moral dan tanggung jawab 

dalam rumah tangga semakin meningkat. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memang membawa terobosan 

penting dalam hal waktu pembuatan perjanjian, tetapi belum menyentuh 

substansi materi perjanjian secara mendalam. 

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa prinsip kebebasan berkontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata seharusnya 

dijadikan dasar interpretasi utama terhadap keberlakuan perjanjian pra 

nikah. Hukum tidak sepatutnya membatasi isi perjanjian hanya pada 

aspek material, melainkan juga membuka ruang bagi pengaturan nilai-

nilai moral yang mendukung keharmonisan perkawinan. Oleh karena itu, 

penulis berpandangan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup dan isi 

perjanjian pra nikah agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan 

yang seimbang bagi kedua belah pihak. 

B. Keberlakuan Klausul Larangan Perselingkuhan dalam Perjanjian 

Pra Nikah Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak 

Keberadaan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra 

nikah merupakan inovasi yang menarik dalam praktik hukum keluarga 

Indonesia. Secara tradisional, perjanjian perkawinan di Indonesia lebih 

berfokus pada pengaturan mengenai harta kekayaan suami istri. 



43 
 

Namun, perkembangan sosial dan hukum modern menuntut adanya 

ruang yang lebih luas untuk menegaskan nilai-nilai moral dan kesetiaan 

sebagai bagian integral dari hubungan perkawinan. Klausul tersebut 

merupakan manifestasi dari kebutuhan akan perlindungan dan keadilan 

dalam relasi perkawinan, sekaligus penegasan komitmen moral antara 

para pihak. 

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, asas kebebasan 

berkontrak menjadi dasar yang memberikan legitimasi terhadap 

keberadaan klausul ini. Pasal 1338 ayat (1) BW secara tegas 

menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini 

memberikan otonomi penuh kepada para pihak untuk menentukan isi, 

bentuk, dan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat. Namun 

demikian, asas tersebut tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh ketentuan 

Pasal 1337 BW yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang 

apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau 

ketertiban umum. 

Klausul larangan perselingkuhan secara materiil tidak 

bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun kesusilaan. Justru 

sebaliknya, klausul tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa suami istri wajib saling 

setia dan saling membantu satu sama lain untuk membangun rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
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Esa. Dengan demikian, secara normatif klausul larangan 

perselingkuhan dapat dipandang sebagai penegasan kembali terhadap 

kewajiban moral yang telah diatur oleh undang-undang. 

Dari sisi formil, perjanjian pra nikah yang memuat klausul tersebut 

tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

BW, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab 

yang halal. Selama klausul larangan perselingkuhan disepakati secara 

bebas oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur pemaksaan 

atau paksaan moral yang tidak wajar, maka klausul tersebut memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian pada umumnya. 

Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh R. 

Subekti, bahwa asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak 

untuk mengatur sendiri isi perjanjian mereka selama tidak bertentangan 

dengan norma-norma yang bersifat memaksa.60 Dalam konteks 

perjanjian pra nikah, para pihak tidak hanya bebas mengatur hal-hal 

yang bersifat ekonomi, tetapi juga hal-hal yang bersifat moral dan sosial 

yang dianggap penting untuk menjaga keharmonisan perkawinan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga 

memperkuat legitimasi keberlakuan klausul semacam ini. Dalam 

pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan waktu 

pembuatan perjanjian perkawinan telah menghambat hak konstitusional 

warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. 

                                                           
60 R. Subekti.(2011).Op.Cit.,hlm.52. 
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Dengan diperluasnya makna perjanjian perkawinan, maka ruang 

lingkupnya pun menjadi lebih fleksibel, termasuk dalam hal penentuan 

isi yang mencakup aspek non-harta seperti kesetiaan dan tanggung 

jawab moral.  

Perkembangan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga 

mulai tercermin dalam praktik pembuatan akta perjanjian perkawinan, di 

mana para notaris menerima permintaan dari calon pasangan suami istri 

untuk merumuskan ketentuan tambahan dalam akta tersebut, tidak 

hanya yang mengatur harta benda, tetapi juga hal-hal yang bersifat 

moral, seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen menjaga 

keutuhan rumah tangga. Ketentuan semacam ini pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan hukum sepanjang dibuat atas dasar kesepakatan 

bersama dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.61 Klausul ini biasanya dirumuskan dengan 

pernyataan bahwa salah satu pihak tidak diperkenankan melakukan 

hubungan di luar perkawinan yang dapat menimbulkan keretakan rumah 

tangga, dan apabila terjadi, maka pihak yang melanggar wajib 

memberikan kompensasi moral atau materiil kepada pihak lainnya. 

Meski demikian, pelaksanaan klausul semacam ini tidak terlepas 

dari kendala hukum pembuktian. Perselingkuhan merupakan perbuatan 

yang sulit dibuktikan secara hukum, kecuali terdapat bukti nyata seperti 

                                                           
61 Rachmadi Usman. (2019). Perjanjian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Hukum 
Nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3. Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. 
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pengakuan, saksi, atau bukti elektronik yang sah.62 Oleh karena itu, 

efektivitas klausul tersebut dalam praktik seringkali lebih bersifat 

preventif dan moral dibandingkan sebagai instrumen penegakan sanksi 

perdata secara langsung. Namun, keberadaannya tetap memiliki makna 

hukum, karena dapat menjadi dasar bagi hakim dalam 

mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap asas kesetiaan 

suami istri dalam perkara perceraian.63 

Dalam praktik peradilan, hakim pada dasarnya akan menilai 

keabsahan perjanjian perkawinan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya 

syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata serta kesesuaiannya dengan 

ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sepanjang klausul non-harta, termasuk larangan 

perselingkuhan, dibuat atas dasar kesepakatan bebas para pihak dan 

tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban 

umum, maka secara yuridis klausul tersebut dapat dinilai sah dan 

mengikat sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Dengan demikian, 

keberlakuannya tidak ditentukan oleh jenis objeknya semata, melainkan 

oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan 

hukum keluarga yang berlaku. 

Dari perspektif hukum Islam, keberlakuan klausul larangan 

                                                           
62 M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.31 
63 Ibid. 
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perselingkuhan juga memperoleh legitimasi. Kompilasi Hukum Islam, 

khususnya Pasal 45 dan 46, memberikan ruang bagi kedua calon 

mempelai untuk membuat perjanjian tertulis sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, 

larangan perselingkuhan bukanlah sekadar norma moral, melainkan 

kewajiban syar’i yang apabila dilanggar dapat menimbulkan dosa dan 

kehancuran moral keluarga. Dengan demikian, klausul tersebut bukan 

hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-

prinsip syariah yang menekankan kesucian dan kesetiaan dalam 

hubungan perkawinan. 

Pandangan Amir Syarifuddin memperkuat hal ini. Ia menyatakan 

bahwa perjanjian dalam hukum Islam memiliki kekuatan mengikat 

selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Syariah.64 Oleh karena itu, klausul larangan perselingkuhan dapat 

dianggap sebagai bentuk perjanjian yang ma’ruf, yakni perjanjian yang 

didasarkan pada kebaikan dan kemaslahatan.65 

Salim HS berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak 

boleh diartikan secara absolut, tetapi harus diimbangi dengan asas 

perlindungan terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan.66 

Artinya, klausul larangan perselingkuhan tidak boleh dirancang secara 

berat sebelah yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. 

                                                           
64 Amir Syarifuddin.(2019).Op.Cit.,hlm.102. 
65 Ibid.,hlm.105 
66 Salim HS.(2010).Op.Cit.,hlm.71. 
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Dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip persamaan di 

hadapan hukum misalnya, jika klausul tersebut hanya mengikat istri 

tetapi tidak mengikat suami, maka hal itu dapat dianggap melanggar 

prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 

UUD 1945. 

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum harus dipahami 

sebagai sarana pembentukan moral sosial, bukan sekadar kumpulan 

norma kaku.67 Dalam pandangan hukum progresif, perjanjian pra nikah 

dengan klausul moral justru menunjukkan upaya menghidupkan hukum 

agar lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai kesetiaan dan kehormatan keluarga.68 

Penulis berpendapat bahwa klausul non-harta seperti larangan 

perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah merupakan manifestasi dari 

asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum nasional 

Indonesia. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang melarang pencantuman klausul moral 

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. 

Pembatasan terhadap isi perjanjian pra nikah secara sempit hanya pada 

aspek harta kekayaan tidak sejalan dengan dinamika masyarakat 

modern yang menuntut kesetaraan dan perlindungan moral dalam 

perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah perlu dipahami tidak 

                                                           
67 Satjipto Rahardjo.(2006).Op.Cit.,hlm.119. 
68 Ibid.,hlm.121 
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hanya sebagai instrumen pemisahan harta, tetapi juga sebagai sarana 

hukum untuk menjaga keutuhan dan kejujuran rumah tangga 

berdasarkan kesepakatan moral bersama. 

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 masih menyisakan kekosongan norma terkait kejelasan ruang 

lingkup materi perjanjian pra nikah. Kekosongan pengaturan tersebut 

berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara notaris 

maupun hakim dalam menentukan batas keabsahan klausul non-harta. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum untuk memberikan 

pedoman yang lebih jelas mengenai batasan dan substansi perjanjian 

pra nikah, agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang 

dan berkeadilan bagi para pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perjanjian pranikah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan KUH Perdata yang dimana memberi kebebasan 

bagi calon suami istri untuk mengatur harta dan aspek lain 

perkawinan, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan 

kesusilaan. setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, ruang 

lingkup perjanjian pranikah diperluas dimana perjanjian dapat dibuat 

selama perkawinan dan mencakup ketentuan non-harta seperti 

tanggung jawab moral dan kesetiaan. Hukum nasional telah 

memberikan dasar normatif yang kuat bagi para pihak untuk 

menetapkan hubungan hukum dalam perkawinan sesuai dengan 

prinsip kebebasan berkontrak.  

2. Klausul larangan perselingkuhan merupakan wujud penerapan 

kebebasan berkontrak untuk memperkuat nilai moral dan kesetiaan.  

Klausul ini sah jika disepakati secara bebas dan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Meskipun tidak ada sanksi 

pidana, klausul ini mengikat secara perdata dan menjadi dasar 

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penerapan klausul 

larangan perselingkuhan menunjukkan keseimbangan antara 

kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum yang adil dalam 

perkawinan. 



51 
 

B. Saran 

1. Untuk memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian 

pranikah, para pihak disarankan untuk memahami ketentuan hukum 

yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. Penting bagi calon suami istri untuk menyusun perjanjian 

pranikah menggunakan bahasa hukum yang jelas dan rinci, yang 

tidak menimbulkan berbagai penafsiran dan juga untuk memiliki 

pemahaman mendalam tentang asas kebebasan berkontrak 

sehingga perjanjian tersebut tidak melanggar hukum atau aturan 

kesusilaan, sambil tetap melindungi hak dan kewajiban.  

2. Untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah 

pihak dalam pelaksanaan perjanjian pranikah, pemerintah dan 

lembaga terkait perlu mempertimbangkan pembaruan dan 

penyempurnaan regulasi mengenai perjanjian perkawinan agar lebih 

relevan dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Selain 

itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pembuatan perjanjian pranikah dalam bentuk akta otentik guna 

menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktian apabila terjadi 

sengketa di kemudian hari.  
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